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MOTTO: 

• Ilmu sangat penting bagi kehidupan, karena itu tuntutlah ilmu walau dimana 

kita berada 

• Kejujuran merupakan suatu hal yang sangat penting pada diri kita. 

• Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah ( pula ) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi ( derajadnya ), jika kamu 

orang-orang yang bertaqwa. 

( S. Ali imron ayat 139 ) 

Kupersembahkan untuk: 

Ayah ibu yang tercinta dengan segala kasih sayang 

dan pengorbanan yang sejati semoga selalu 

mendapat perlindungan Allah SWT 
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BAB I 

PENDABULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi 

sengketa diantara warga desa misalnya sengketa yang disebabkan : harta warisan, 

transaksi tanah, hutang piutang dan lain-lain. Dalam masyarakat yang masih 

mementingkan kehidupan bersama maka sedapat mungkin persengketaan itu 

diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tetapi kadang-kadang usaha 

mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya mengalami kegagalan 

karena tidak tercapai kesepakatan. Hal ini disebabkan masing-masing pihak 

mempertahankan pendiriannya sendiri yang dianggap benar dan hanya 

memperhatikan kepentingan sendiri. Kalau sudah terjadi hal demikian, maka 

warga desa yang bersengketa tadi barn merasa perlu adanya bantuan seorang 

Kepala Desa karena mereka tidak dapat menyelesaikan sendiri persengketaan itu, 

terutama peranan Kepala Desa yang terjadi di daerah yang jauh dari perkotaan. 

Kepala Desa (kepala persekutuan) dipandang sebagai seorang yang tepat 

untuk dimintai pertolongan dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi 

untuk mengambil tindakan yang terbaik, karena sering terjadi sengketa waris 

diantara masyarakat. Maka dengan melihat susunan masyarakat yang berbeda 

beda menyebabkan cara penyelesaian sengketa dan pembagian harta warisan itu 

berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Kepala desa mengetahui 
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permasalahan yang menjadi sengketa khususnya sengketa waris, maka beliaujuga 

mengetahui watak dan latar belakang kehidupan pihak-pihak yang bersengketa 

tersebut. Oleh karena itu Kepala Desa dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan dalam masyarakat. 

Masyarakat desa masih mengenal sifat kekeluargaan maka setiap ada 

persoalan diusahakan tercapai perdamaian dengan cara kekeluargaan. Kepala desa 

sendiri selalu menyarankan dan mengarahkan warga desa guna mengatasi 

sengketa tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dalam menghadapi 

sengketa Kepala desa tidak boleh memihak salah satu dari para pihak yang 

bersengketa itu. Menurut pasal 102 dari UU NO 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala desa dalam kewajiban sebagai 

pemimpin pemerintah desa maka haruslah bertanggung jawab kepada rakyat 

melalui Badan Perwakilan Desa. Kepala desa berkewajiban mengarahkan warga 

desa yang bersengketa itu dengan pengertian-pengertian yang dapat dipahami 

oleh warga tersebut. Sehingga kekacauan tidak akan terjadi, dan diantara kedua 

belah pihak tadi nantinya sepakat untuk damai. Warga desa yang mempunyai 

masalah tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa berusaha 

menyelesaikan sengketa itu dengan baik. Terutama peranan Kepala Desa daerah 

yang jauh dari kota. Warga desa juga tidak menginginkan masalahnya sampai 

berlarut-larut apalagi sampai ke Pengadilan Negeri. Kepala Desa menginginkan 

warganya apabila dalam menghadapi suatu masalah cukup diselesaikan ditingkat 

desa saja. Karena kalau sampai ke pengadilan akan membutuhkan waktu dan 
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biaya yang tidak sedikit, maka peranan Kepala Desa sangat mendukung sebagai 

seorang yang dapat menyelesaikan suatu sengketa yang sedang dihadapi. Kepala 

Desa dalam menangani sengketa itu semaksimal mungkin berusaha agar 

persengketaan tersebut dapat terselesaikan dan dapat memuaskan kedua belah 

pihak, jangan sampai ada pihak yang sangat dirugikan. 

Untuk itu maka penulis ingin mengambil judul "PERJANJIAN 

PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN KEPALA DESA SECARA 

MUSYAWARAH SERTA KEKUATAN BERLAKUNYA" tentang studi kasus 

sengketa waris. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan sengketa 

yang diselesaikan dihadapan Kepala Desa melalui perdamaian, maka dengan 

melihat permasalahan yang menjadikan sengketa begitu banyak, dengan demikian 

penulis membatasi dalam masalah sengketa waris. Adapun permasalahan yang 

perlu dibahas I dan harus dipecahkan mengenai sengketa yang ada dalam 

masyarakat itu antara lain sebagai berikut : 

1 .  Langkah-langkah apakah yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan 

masalah ? 

2. Bagaimanakah kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian dihadapan 

Kepala Desa? 



4 

3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan warga desa yang bersengketa itu 

memilih penyeleasaian sengketa di tingkat desa? 

C. Tujuan Penelitian. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1 .  Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam 

menyelesaikan masalah sengketa waris. 

2. Untuk mengetahui kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian yang dibuat 

dihadapan Kepala Desa. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga desa yang 

bersengketa memilih penyelesaian di tingkat desa. 

D. Kegunaan Penelitian 

1 .  Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang hukum. 

2. Secara praktis, untuk mendapatkan keterangan secara benar dalam 

penyelesaian sengketa waris melalui perjanjian perdamaian yang dibuat luar 

clan di dalam pengadilan. 
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E. Metode Penelitian 

1 .  Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan Y uridis Sosiologis. Yuri dis yaitu penelitian yang berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan, sedangkan Sosiologis yaitu melihat 

pada kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai masalah sengketa waris. 

2. Spesifikasi penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian adalah termasuk deskripsi kualitatif yaitu 

merupakan tata cara penelitian untuk mencatat data sebenar-benarnya pada 

saat penelitian dilangsungkan dengan maksud dapat memberikan gambaran 

obyektif yang terjadi dilapangan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, 

penu1is menggunakan metode-metode tertentu atau cara pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi perpustakaan. Dari 

studi literatur ini diperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan 

skripsi ini, dengan cara mempelajari buku-buku, majalah-majalah hukum, 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pennasalahannya. Termasuk 

mempelajari teori-teori atau ajaran-ajaran para ahli hukum dan lain- 

1ainnya. 
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b. Studi lapangan 

Y aitu cara pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan 

penelitian langsung di lapangan. Dalam studi lapangan ini penulis 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Y aitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan 

wawancara langsung dengan responden atau informan dengan maksud 

untuk memperoleh data yang aktuil dalam penyusunan skripsi ini. 

b. Koesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

c. Studi dokumentasi 

Yaitu data yang diperoleh dari kelurahan yang berupa dokumen 

dokumen guna melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh 

Kepala Desa. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus 

5. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu d#yang 

diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempennudah dalam pembahasan skripsi ini maka akan lebih 

jelasnya jika dijabarkan satu persatu secara sistematis, sebab bab demi bab skripsi 

ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya. 

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I 

BAB II 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Metode Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

LANDASAN TEORITIS 

A. Tentang Perdamaian 

1 .  Pengertian perdamaian 

2. Perbedaan perdamaian di luar dan di dalam sidang 

pengadilan 

3. Kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian. 

B. Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris 

1 .  Aktivitas Kepala Desa 

a. Mengadili sengketa di Desa 

b. Sebagai Hakim perdamaian di Desa 



BAB III 

BAB IV 
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c. Bertanggung jawab selaku hakim perdamaian di 

Desa 

2. Kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa 

wans. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A Penyelesaian sengketa waris melalui perjanjian perdamaian di 

hadapan Kepala Desa 

1 .  Kasus-kasus yang terjadi. 

B. 1 .  Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam 

menyelesaikan masalah se.ngketa waris. 

2. Kekuatan berlakunya perjanjian perdamaian yang dibuat 

di hadapan Kepala Desa. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan warga desa yang 

bersengketa memilih penyelesaian sengketa di tingkat 

desa. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Tentang Perdamaian 

Istilah perdamaian di dalam Hukum Islam diambil dari Bahasa Arab 

yang telah diartikan menjadi Bahasa Indonesia. Perdamaian menurut Hukum 

Islam tidak hanya berarti damai setelah seseorang melakukan pertengkaran 

atau perselisihan, melainkan dapat pula terjadi perdamaian dalam arti suatu 

jenis perjanjian untuk mengakhiri atau memutus perselisihan antara dua orang 

yang berselisih. Sedangkan perdamaian menurut Hukum Perdata berarti suatu 

persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menambah suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang 

sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. 

Perdamaian mempunyai corak yang khas yang membedakan dari 

perdamaian di dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan. Maka 

dalam membahas perdamaian dalam sengketa waris tidak hanya tentang 

sengketa saja. Oleh karena itu untuk memahami perdamaian dalam hal 

persengketaan waris dari segi hukum Islam, maka perlu diuraikan beberapa 

hal yang dianggap penting antara lain : 

1. Pengertian perdamaian 

Dal am bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan "Ash Shulhu, 

secara harfiah mengandung pengertian "memutus pertengkaran atau 

perselisihan" (Sayid Sabiq, 13 1988 : 189) 

9 
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"Suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau 

perselisihan antara dua orang yang berlawanan".' 

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang mana sebelumnya 

diantara dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan dan kemudian para 

pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagaian dari tuntutannya, hal ini 

dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka atau para pihak yang 

bersengketa dapat berakhir. 

"Masing-masing pihak mengadakan perdamaian dalam syari'at Islam 

diistilahkan dengan "Mushalih". Sedangkan persoalan yang diperselisihkan 

oleh para pihak atau objek perselisihan disebut dengan "Mushalih Anhu" dan 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk 

mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan "Mushalih 

Alaihi" atau disebut dengan "Badalush Shulh. 

Perdamaian dalam syari'at islam sangat dianjurkan, sebab dengan 

adanya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka akan 

terhindarlah kehancuran silaturrohim atau hubungan kasih sayang diantara 

para pihak dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. 

Dasar hukum perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur' an, 

sunnah Rosul dan Ijma'. 

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 9 menyatakan : "dan jika dua 

golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka, tapi jika salah satu 

Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, SH, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Penerbit 
Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 26 

2 
Ibid, halaman 27. 
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dari kedua golongan berlaku aniaya, maka perangilah orang yang diantaranya, 

sampai kembali kepada perintah Allah" (H.B. jassin, 1991, hal 721) 

"Dalam sunnah, ajaran perdamaian ini dapat ditemukan dalam hadits 

Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Daud, Al Tirmizi, Ibnu Majah, Al Hakim 

dan lbnu Hibban meriwayatkan dari Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda yang artinya Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, 

kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang 

halal. Dari Al Tarmizi dalam hal ini menambahkan: dan (muamalah) orang 

orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka sedangkan Umar r.a. di 

dalam suatu peristiwa pemah mengungkapkan : tolaklah permusuhan hingga 

mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan 

mengembangkan kedengkian diantara mereka atau pihak yang bersengketa".° 

Ungkapan Umar R.A. ini tentunya dapat diterima, sebab penyelesaian 

perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang 

bersifat formalitas belaka dan para pihak dipaksakan untuk menerima putusan 

tersebut, walaupun terkadang putusan pengadilan itu tidak memenuhi rasa 

keadilan para pihak yang bersengketa. 

Konsekuansinya terkadang masih ada lagi lanjutan persengketaan itu di luar 

sidang. Bahkan salah satu pihak bertindak main hakim sendiri untuk 

memenuhi rasa keadilannya. 

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya 

sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan atau hal- 

3 Ibid, halaman 27. 
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hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu yang lain, 

sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar ketentuan hukum 

pidana atau seperti pencurian, pembunuhan tidak dapat diadakan perjanjian 

perdamaian, karena hal itu merupakan kewenangan publik atau masyarakat. 

Jadi kalaupun diadakan perdamaian tidak berarti hapus atau berakhir 

penuntutan. 

"Yang dimaksud perdamaian menurut Hukum Perdata adalah suatu 

proses dengan mana kadua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan 

atau menambah suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang 

bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara." 

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan orang yang mempunyai 

kekuasaan baik dalam kedudukannya maupun dalam jabatannya. Adapun 

seorang yang mempunyai kekuasaan di dalam pemerintahan Desa yang 

menjabat sebagai Kepala Desa, dia berhak untuk mendamaikan warga desanya 

yang mempunyai sengketa. Baik dalam sengketa mengenai tanah, perkawinan, 

warisan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam mendamaikannya hanya sebatas 

dalam bentuk perjanjian perdamaian saja antara kedua pihak yang saling 

bersengketa. Sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar 

ketentuan Hukum Pidana seperti pencurian, pembunuhan tidak dapat diadakan 

perjanjian perdamaian saja. Karena dalam Hukum Pidana itu termasuk tindak 

kejahatan yang harus diselesaikan lewat jalur Hukum oleh Pengadilan Negeri 

4 Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek), Penerbit PT Pradnya Paramita, Cetakan keduapuluh lima, Jakarta, 1992. 
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dan apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak kejahatan maka dapat 

dijatuhi hukuman penjara. 

2. Perbedaan perdamaian di luar dan di dalam sidang pengadilan 

Apabila diperhatikan dalam praktek pelaksanaannya, tempat dan waktu 

pelaksanaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada : 

a. Perdamaian di luar sidang pengadilan 

Sebagaimana dikemukakan di atas dalam persengketaan selalu 

terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai. Di dalam penyelesaian 

persengketaan dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka 

minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak 

lainnya. Dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan di luar sidang 

secara damai. Sebelum persengketaan itu diajukan atau bahkan selama 

proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil. 

Namun sering pula terjadi dikemudian hari sengketa yang sama 

mungkin timbul lagi, misalnya daalam hal sengketa tanah sawah, dimana 

mereka telah berjanji untuk mengadakan perdamaian dan salah satu pihak 

telah menyerahkan kembali tanah itu secara damai, namun beberapa waktu 

kemudian diambil atau dikuasai kembali oleh pihak yang menyerahkan. 

Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama 

dikemudian hari, maka dalam praktik sering kali terjadi perjanjian 

perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis yaitu dibuat akta perjanjian 

perdamaian, agar akta perjanjian perdamaian ini mempunyai kekuatan 








































































